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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dokumen 

perencanaan tahunan sebagai bagian dari proses perencanaan jangka 

pendek disusun melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 

Perubahan. Hal ini diperkuat juga melalui Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dalam Pasal 260 ayat (1), 

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dalam  Pasal 69 ayat 

(1), dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

dalam Pasal 17 ayat (2). 

Rencana Kerja Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud di atas 

merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dalam Pasal 5 ayat (3) yang 

menyebutkan “RKPD perubahan merupakan penjabaran dari RPJM 

Daerah dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi 

daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan 

pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah 

maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat”, serta 

berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor No 86 Tahun 2017 

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan 

Pengendalian terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

dalam Pasal 246  ayat (3) yang menyebutkan bahwa pemantauan dan 

supervisi harus dapat menjamin sasaran dan prioritas pembangunan 

tahunan Daerah serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah, 


